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BAB VI
PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial

menggunakan metode SEM berbasis Partial Least Square (PLS), maka ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Political Background (X;) berpengaruh signifikan terhadap

Kinerja (Y).

2. Variabel Pengetahuan Tentang Anggaran (X;) tidak berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja ().

3. Variabel Pemahaman tentang peraturan, Kebijakan, dan Prosedur (X3)
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (YY)

4. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kapabilitas anggota DPRD
(X4) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja pengawasan
keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukan bahwa semakin baik
kemampuan anggota dewan semakin baik kinerja yang dihasilkan.

6.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Political Background,

Pengetahuan tentang anggaran, Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan

prosedur, Kapabilitas terhadap Kinerja, maka dapat disimpulkan saran sebagai

berikut :
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1. Anggota DPRD hendaknya memiliki pengetahuan yang luas dan
memahami peraturan, prosedur, dan kebijakan dalam melakukan
pengawasan keuangan daerah sehingga keuangan daerah tepat pada
sasaran yang diinginkan.

2. Peneliti lanjutan disarankan menggunakan sampel yang lebih banyak.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan
variabel lain seperti pendidikan dan pelatihan, pengalaman berorganisasi,

relasi, pengetahuan, lama kerja di pemerintahan, dan pengalaman politik.
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